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WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 21 . TAHUN 2018

TENT ANG.

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL KELURAHAN MASRUM KOTA TUAL

Menimbang

Mengingat
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKCTA TUAL,

bahwa dalam rangks memberikan panduan dan pedoman
kinerja guna memaksimalkan peran -dan tanggung jawab
dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan’ serta pemberian
motivasi yang dapat menghasilkan kinera yang optimal,
maka perlu disusun uraian tugas dan jabatan secara
sistematis dan terpadu;

balbwa untuk menindak lapjuti ketentuan Pasal 19
Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Pembentukszn dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual,
maka perll urajan tugas jabatan sebagai pedomari dalam
pelaksanaan tugas: organisasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam buruf a dan lrof b perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Tual.

Undang-Undang Nomor 60 Talwn 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 23 Talun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat [I dalam
Wilayeh Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Leémbaran
Negara Republik Indonesia. Tahun 1958 Nomor 111,
Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indoresia
Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanasn Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Amntara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Namor 31 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Malika (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor g7,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Narnar 4747);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tshun 2009
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038}
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Nepara Republik  Indonesia
Tahun 2014 Nomor &, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Talun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indenesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantj
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 24,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomar 5657), dan Undang-Undang Nomor O Talnm 2015
tentang Perubshan Kedua Atas Undang-Undang Nemor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dagrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jubatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negira

Republik Indornesia ‘Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3547);

Peracuran Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah.
diubah  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2003 tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah
Nomor 97 Tabun 2000 tentang Formasi Pegawni Negeri Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tabun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
Dalasn  Jebatan Struktural ({Lemberan Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4018) scbagaimana telah
diubah  dengan  Persbwan Pemerintah  Nomor 13
Talmn 2002 (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tabun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4193);

1l.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

i2.

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran. Negara
Republk Indonesia Nomor 4263

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Talun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan den Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Dacrah  {Lembaran  Negara  Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor S887);

14.Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk: Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Peranpkat Daerah Kota Tual
Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7096);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG URAIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL KELURAHAN MASRUM
KOTA TUAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Delarn Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Dasraeh adalah Kota Tyal
Pemerintah Daerahl adalah Pemerintah Kofa Tual
Walikota Tual adaleh Walikota Tual
Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual
Sekretariat Daergh adalah Sekretariat Daerah Keta Tual
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual
Perangkat Daecrah adalah organisasi pada Pemerintah Daerah Yang
bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangks penyelenggaraan

pemerintahan yang terdii dari Schkretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah;

8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat dalam wilayah Kecamatan
Dullah Selatan;

9 Camat adalah  kepala kecamstan dalam Wilayah. Kecamatan
Dullah Selatan;

10. Kelurahan adalah wilayah kegja lurah dalam wilayah Kelurahan Masrum,;

11.Lurah adalah kepala kelurahan dalam Wilayah Kehirahan Masrum;

12. Sekretariat adalah Sckretariat pada Kelurahan Masrum;

13. Seksi adalah adalah Selsi pada Kelurahan Masrum;

l4.Jabatan Struktural adalah kedudukan vyarng menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipit dalkm
rangka memimpin suatu satuar organisasi;

15. Jabatan fungsional Pegaweai Negeri Sipil yang sehnjutnya discbut jabatan
fungsional adalah kedudukan wyang menunjukkan tugas, tenggimgjawab,
wewenang dan hak seorang Pegawal Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanasn tugasnye didasarkan pada keahlian
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifar mandiri; _

16. Pelaksana adalah jabatan di luar jebatan struktural maupusn jabatan
fungsichal berada di bawah pejabar eselon tererndah yang melaksanakan
sebagian tugas pada jabatan struktural;
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17. Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disebut standar kompetensi
adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimilid SCOTaNg
Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan;

18.Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan Pemerintah oleh Pemerintah
kepada daerah  otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indenesia;

19. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah
danfatau Desa, dari Pemerintah Proving kepada Kabupaten/Kota
dan/atau Desa serta Dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk
melaksanakan tugas tertenty;

20. Tugas Pokok adalah sekumpulan aktifitas untuk menyelesaikan pekerjoan:

21.Fungsi adalah sekelompok aktifitas yang tergolong pada jenis yang sama
berdasarkan sifat atau pelaksaannya;

22 Urajan Tugas adalah suatu paparan atau rindan atas semua tugas jabatan
yarng merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang - jabatan
dalam memproses bahan, kerja menjadi basil kerje dalam kondisi tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS]

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Kelurahan meripakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk
membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahen yang disebut lurah
selaku perangkat kecarnatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Kelurahan Masrum Kota Tual, terdid dari:
Lurah;
Sekretariat;

Seksi Pemerintahan:

Beksi Pembangunan

Seksi Tatd Usaha dan Umum

Kelompok Jabatan Fungsional

{2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Masrum tercantum dalam Lampiran
sebagai bagian yang tidak terpisabkan dari Peraturan Walikota Ini.

Mo opp P

BAB M
TUGAS, FUNGS! DAN URATAN TUCAS
Bagian Pertamna
LURAH
Pasal 4

(1) Lurah ‘mempunyai tugas membantu camar dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum
dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta prasarana dan
fasilitas pelayanan umum.
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(¢} Lurah dalam meleksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(3)

(1)

(2)

menyelenggarakan fungsi

Pclaksanaan Urusan Pemerintaban kehirahan;

Pernberdayaan masyarakat;

Pelayanan masyarakat;

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;

Prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

Pelaksanaa:n fungsi Jain yang diberikan ¢leh camat;

Pelaksanakan fungsi hin yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Berdasarkan tuges dan fungsi sebagaimena dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), Lurah mempunyai uraian tugas-

8. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan

Sckretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Seksi Tata
Usaha dan Umum; .

b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Angparan {RKA)RKPA, Dokumen
Pelaksaniaan Anggaran (DPA)/DFPA Kelurahas

Mengoordinasikan, mengawasi dan  mengendalikan pelaksanaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA kelurahan;

Menyelenggarakan adrministrasi pemerintahan kelurahan;

Melakukan pelayanan umum kepada masyarakat:

Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban Inum;

Melaksanakan pembangunan partisipasi masyarakat;

Menyelenggarakan pemberdayaan mesyarakat kelurahan;

Melaksanakan pembinaan dan pemberdayasn terhadap keberadaan

lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan:

Merumuskan dan melaksanakan kerjasama  kelurahan  dengan

kelurahan kin dalam satu wilayah kecamatan:

k Mengevaiuasi pelaksanaan hgas dan menginventarisasi permasalahan

di lingkup tugasnya serta mencar alternatif pemecahannya;

Memberikan saran dan pertimbangan telsis kepada atasan:

m. Membagi tugas, memberi petumjuk, ‘menilai dan mengevaluas] hasil
kerja bawahan agar pelaksanasn tgas dapat begalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku; '

n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada
atasan,

0. Melaksanakan tugss kedinasan hinnya yang diberikan oleh atasan.
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Bagian Kedua
SEKRETARIS
Pasal 5

Sekretaris mempunyai tuges melaksanakan koordinasi pelaksarraan tugas,

pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di

lingkungan Kelurahan.

Sckretaris dalam melaksanakan tugss secbagaimana dimaksud pada ayat

(1), menyelenggarakan fungsi:

a Perencanaan operasional wrusan perencanaan dan  pelaporan,
keuangan, umum dan kepegawaian;

b, Peleksanaan urusan perencamaan dan pelaporan, keuangan, umum dan
kepegawalan,
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(1)
{2

¢. Pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, urmum
dan kepegawaian;

d Pengendalian, evaluasi dan pelsporan  urusan perencanaan dan
pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;

¢ Pelaksanaan fungsi kin yang diberikan oleh afasan terkait tugas dan
[ungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2}, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

& Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan keglatan
Sekretariat;

b Menyiapkan bahan Rencana Kera dan Anggaran (RKA)/RKPA,
Dokumen Pelaksenaan Anggaran (DPA)/ DPPA. Kelurahan:

¢ Mengoordinasikan setiap seksi dalam penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP} dan Standar Pelayanan (SFj kelurahan;

d Melaksanakan dan mengelola manajemen  kesckretariatan kelurahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; '

& Melaksanakan administrasi umum, k epegawaian, perlengkapan dan
keuangan untuk menunjang pelaksanaan fugas pokok dan fungsi
kelurahan; :

. Memberikan pelayanan teknig administratif kepada lurah dan
selcsi-seksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

§ Menginventarisasi, mengelola dan  nengevaluasi  data  baik
pemerintahan, pembangunan den kemasyarakstan serta informasi
untuk pembinaan penyeienggaraan tugas unmum kelurahan:

h Mengevaluasi pelaksanaan mgas dan menginventarisas! permasalahan
d lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

i Mempelajari, merma hemi dan melaksanakan peraturan.
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnys sebagai
pedoman dalam melaksanakan tugas;

j Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

k Meclaksanskan pembinaan disiplin aparatur sipil negara o Lingkup
kelurahar;

1 Membagi tugss, memberi petunjuk, menilai dan mengevahuasi hasil
kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan yang berlaloy;

m Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas danfatau kegiatan kepada
atasan;

n. Melaksanzkan tugas kedinazan lainnya yang diberikan okh atasan.

Bagmn. Ketign
KEPALA SEKS] PEMERINTAHAN

Pasal 6

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

Pelaksanaan tugas, pembinaan pemerintahan Kelurahan.

Kepala Seksi Pemerintahan dalam meluksanakan tugss sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungs.

a Perencanaan kegiatan di bidang Pemerintahan di kelurahan serta
kinerja lurah; :

b. Pelaksanaan kegiatan i bidang Pemerintahan kelurahan serta kinerja
lurah;

¢ Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang
Pemerintahan kelurahan serta kinera. lurah;
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(1)

(2)

(3)

d Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan cleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan tugss dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2], Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai umian tugas:

a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan
Beksi Pemerintahan: :

b. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan:

¢ Menyiapkan balan pembinaan dan pemberdayaan terhadap keberadaan
lembaga kernasyarakatan dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;

d. Mengumpulken bahan dalem rangka pembinaan ideclogi negara dan
kesatnan bangsa serta pembimaan kerukunan hidup beragama;

€ Mengumpulkan bahan dalam rangks pembinsan ketentraman dan
ketertiban serta kemasyarakatan;

f. Melaksanakan pendatazn dan inventarisasi asct dacrah dan kekayaan
daerah leinnya yang ada di wilayah keélurahan;

g Melaksanalkan administrasi pemberian rekomendasi yang bersesuaian
dengan tugas pokok dan flingsinya;

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginveniarisasi permasalahan
di lingkup tugasnya serte mencari alternatif pemecahannya;

i Mempelajari, memahaiit dan melaksanakan peraturan.
perundang-undangan yang berkaitan dengan linglup tughsnya sebagai
pedoman dalam melaksanakan tugas;

J. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

k Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil
ketja bawehan agar pelaksanasn tugas dapat berjalan lancar sesuaj
dengan ketentuan vang berlaku;

L Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatar, kepeda
atasan;

m Melaksanekan tugss kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagan Keempat
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN

Pagsal 7

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tuges melaksanakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinesan pemerintahan Kelirahan.

Kepald Seksi Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: :

a. Perencanaan kegiatan di bidang Pembangunan di kelurahan:

b Pelaksanaan kegiatan ¢ bidang pembangunan pada wilayah kelurahan;

¢ Pembagian tuges dan mengontrol pelaksanuan kegiatan di bidang
Pembangunan kelurahan;

d Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkajt tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi scbegaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayar (2}, Kepala Seksi Pembangunan mempunyai uraian tugas:

a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan
Seltg] Pembangunan;

b. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan;

c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan terhadap keberadaan
lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan;

d Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha
ckonomi lemah dan  kegiatan perekonomian lainnya . dalam
meningkatkan kehidupan perekonomian;

(4
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(2)

(3)

e Melakukan kegiatan dalam rangka swadaya dan partisipasi masyarakat
dan meningkatkan perekonomian serta pelaksanaan pembangunan:

f. Mengumpulkan bahen dalam rangka pembinaan ketentraman,
ketertiban dan kemasyarakatarn;

g Melaksanakan pendataan dan inventarisasi aset daerah dan kekaynan
daerah lainnya yang ada d wilayah kelurahan

h Melaksanhakan administrasi pemberian rekomendasi yang bersesuaian
dengan tugas pokok dan fungsinya;

1 Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

j Mempelajari, memabami dan melaksanakan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai
pedoman dalam melaksanakan tugas;

k Memberikan saran dan pertimbangan teltnis kepada atasan;

Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan menpevaluasi hagil

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lapcar sesusi

dengan ketentuan yang berlakuy; :

m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada
atasan, |

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

-

Bagian Kelima
- KEPALA SEKSI TATA USAHA DAN UMUM
Pasa] 8

Kepal Seksi Tsta Usaha dan Umum. mempunyai tigas melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinesn pelayanan umum kelurahan,
Kepala Seks Tata Usaha Den Umum delam melaksanakan tugas
scbagaimana dimaksud pada ayet (1), menyelenggarakan fungsi:

& Perencansan kegiatan d bidang administresi pelayanan umum
di kelurahan,

b Pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan umum kelurahamn;

¢ Pembagian tugas den mengontrol pelaksansen kegiatan & bidang
Pemerintahan kelurahan serta kinerja lurah;

d Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), Kepala Seks Tata Usaha Dan Umum mempunyal uraian tugas:

a Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan
Seksi Tata Usaha dan Umym kelurahan;

b. Memberikan pelayanan urnim administrasi kependudukan
di kelurahan;

c. Menyiapkan kensep keputusan, instruksi, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas yang lain yang ‘berkaitan dengan tugas Lurah dalam
rangka tindak lanjix tugas-tugas di bidang pelayanan umum yang
meliputi keagrarian, kependudukan, kartu keluarga, nikah, talak, cerai
dan rauk;

d Mengumpulken bahan dalam rangka pembinaan ideclogi negara dan
kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan hidup beragama;

e. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan
ketertiban serta kemasyarakatan; '

f. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi aset daerah dan kekayaan
daerah lainnya yang ada di wilayah kelurahan
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g Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi vang bersesuajan
i e By e e ﬂ ‘“\E Sogsgt ezl

h Mengevaluasi pelakssnasn tugas den Imenginventarisasi permasalahan
di linglaup tugasnva_ serta mencan akernatif nemecahannys;

1L Mempelajari, memaharni dan melaksanskan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya scbagai

Memberikan saran dan pertimbangan teknpis kepada atasan;

k Membeagi tugas, memberi pemnjuk, menilai dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan agar pels tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketenfuan yang beraku® _

b Biciigasrripiies

atasan; _

m. Melaksanalean tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan,

LY

BAB [
EETENTLUAN PERALIHAN
Pasal 9
Peraturan Walikate, ini, maka khusus Pasal 13 sampai dengan Pasal 2I
Perataren WHEGKoE Tod ¥omer 81 Takammn 2009 tertamg Urean Topis dbstan

Struktural Organieasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tual, dinyatakan tidak

- BAB IV
KETENTUOAN BERUTOP
Pasal 10
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setlap orang mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan. Peraturan,
Ditetapkan di Tual
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LAMPIRAN  PERAT LRAN WALIKOTA TUAL
NOMOR . 33  TAHUN 2016
TANGGAL a2 JULI 9018

'BAGAN STRUKTUR ORGANISAS! PERANOKAT DABRAH
KRLURAHAN MABRUM
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